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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4171 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H    A G U N G

memeriksa  perkara  tindak  pidana  khusus  pada  tingkat  kasasi  yang

dimohonkan  oleh  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Medan  dan

Terdakwa, telah memutus  perkara Terdakwa:

Nama : AHMAD NAWAWI alias NAWI;

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/31 desember 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan KL. Yos Sudarso Link. IV Lorong

VI  Kelurahan  Pulo  Brayan,  Kota

Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

Agama : Islam;

Pekerjaan   : Wiraswasta;

Terdakwa  tersebut  berada  dalam  tahanan  Rumah  Tahanan Negara

(RUTAN) sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari

2022;

Terdakwa diajukan  di  depan  persidangan  Pengadilan  Negeri  Medan

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: 

Pertama: diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132

Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang

Narkotika;

Atau: 

Kedua: diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132

Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang

Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca  Tuntutan  Pidana  Penuntut  Umum pada  Kejaksaan  Negeri

Medan tanggal 17 Mei 2021 sebagai berikut:

                                                      Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 4171 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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1. Menyatakan  Terdakwa  AHMAD  NAWAWI  alias  NAWI, telah  terbukti

bersalah melakukan tindak pidana ”Percobaan atau permufakatan jahat

untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum

menjadi  perantara  dalam jual  beli  Narkotika  Golongan  I  (satu)  dalam

bentuk  bukan  tanaman lebih  dari  5  (lima)  gram“  sebagai  mana yang

didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 (2) juncto Pasal 132 (1) Undang-

Undang   Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dalam  dakwaan

Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD NAWAWI alias NAWI

dengan  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  tahun  dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:  

 1 (satu) buah balok kayu yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh

empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan

Narkotika  jenis  sabu  dengan  berat  keseluruhan  seberat  24  (dua

puluh empat) gram netto;

 70 (tujuh puluh) lembar plastik klip kosong;

 1  (satu)  unit  handphone merek  Oppo  warna  Rose  Gold dengan

nomor SIM 085266902487;

Dirampas untuk dimusnahkan; 

 1 (satu) unit handphone merek Advan Hammer warna hitam dengan

nomor SIM 082283316298;

 1 (satu) unit  handphone merek Realme warna biru dengan nomor

WA 082283316298;

Digunakan dalam berkas perkara An. Ernawati Saed alias Erna;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan Nomor  364/Pid.Sus/

2021/PN Mdn tanggal 2 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1.  Menyatakan  Terdakwa AHMAD NAWAWI alias  NAWI tersebut  di  atas,

terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

                                                      Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 4171 K/Pid.Sus/2022
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“Tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  permukatan  jahat  untuk

memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya

melebihi  5  (lima)  gram”  sebagaimana  dalam dakwaan kedua Penuntut

Umum;

2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana

penjara  selama  9  (sembilan)  tahun  dan  membayar  denda  sejumlah

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

bulan;

3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah balok kayu yang di dalamnya terdapat 24 (dua puluh

empat)  bungkus  plastk  klip  tembus  pandang  yang  diduga  berisikan

Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 24 (dua puluh

empat) gram;

- 70 (tujuh puluh) lembar plastik klip kosong;  

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Rose Gold dengan nomor

SIM 0852 6690 2487;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit  handphone merek Advan Hammer warna hitam dengan

nomor SIM 0822 8331 6298;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor WA

0822 8331 6298;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Ernawati Saed alias Erna;

6. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan  Nomor

1379/Pid.Sus/2021/PT  MDN tanggal  22  September  2021 yang  amar

lengkapnya sebagai berikut:

                                                      Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 4171 K/Pid.Sus/2022
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima  Permintaan  Banding  dari  Penasihat  Hukum  Terdakwa dan

Penuntut Umum tersebut; 

- Menguatkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor 364/Pid.Sus/

2021/PN Mdn tanggal 2 Juni  2021 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah dijalani  oleh  Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat Pengadilan  yang  dalam tingkat  banding  sebesar

Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 238/Akta.Pid/2021/PN. Mdn

yang  dibuat  oleh  Panitera  pada  Pengadilan  Negeri  Medan,  yang

menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan

Pengadilan Tinggi Medan tersebut; 

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 244/Akta.Pid/ 2021/PN.Mdn

yang  dibuat  oleh  Panitera  pada  Pengadilan  Negeri  Medan,  yang

menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, Terdakwa mengajukan

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut; 

Membaca  Surat  Keterangan  tidak  mengajukan  memori  kasasi dari

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi I,

Nomor 238/Akta.Pid/2021/PN.Mdn tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Membaca Memori  Kasasi tanggal  9  November 2021 dari  Terdakwa

sebagai  Pemohon  Kasasi  II, yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Negeri Medan pada tanggal 10 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan; 

Menimbang  bahwa putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan tersebut  telah

diberitahukan  kepada  pada  Kejaksaan  Negeri  Medan  pada  tanggal  7

Oktober 2021 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada

tanggal  tanggal  21  Oktober  2021,  ternyata  Pemohon  Kasasi  I/Penuntut

Umum  tidak  mengajukan  memori  kasasi (sebagaimana  Akta  Tidak

                                                      Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 4171 K/Pid.Sus/2022
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Mengajukan Memori  Kasasi  Nomor 238/Akta.Pid/2021/PN.Mdn tanggal  29

Maret  2022  dengan  demikian  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi

I/Penuntut  Umum  tidak  memenuhi  syarat  formal,  oleh  karena  itu  hak

Penuntut  Umum untuk mengajukan kasasi  gugur dan permohonan kasasi

dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang  bahwa putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan tersebut  telah

diberitahukan  kepada  Terdakwa  pada  tanggal  14  Oktober  2021 dan

Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober

2021 serta  memori  kasasinya  telah  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Negeri  Medan pada  tanggal  10  November  2021.  Dengan  demikian,

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu

permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang  bahwa  alasan  kasasi  yang  diajukan  Pemohon  Kasasi

Pemohon Kasasi  II/Terdakwa dalam memori  kasasi  selengkapnya termuat

dalam berkas perkara;

Menimbang  bahwa  terhadap  alasan  kasasi  yang  diajukan  Pemohon

Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa  alasan  permohonan  kasasi  Terdakwa  mengenai  adanya

kesalahan  penerapan  hukum  atau  penerapan  hukum  tidak

sebagaimana  mestinya  yang  dilakukan  oleh  judex  facti (Pengadilan

Negeri  Medan  dan  Pengadilan  Tinggi  Medan)  mengenai  hukum

pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak

terbukti,  tidak  dapat  dibenarkan  karena  judex  facti tidak  salah

menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a quo;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan

Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Terdakwa Ahmad Nawawi

alias  Nawi terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permukatan

jahat untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

yang beratnya melebihi  5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan

kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi dengan

                                                      Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 4171 K/Pid.Sus/2022
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pidana  penjara  selama  9  (sembilan)  tahun  dan  membayar  denda

sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah),  dengan ketentuan

apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang

benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang

didakwakan Penuntut  Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta

hukum  yang  benar  yang  terungkap  di  persidangan  sebagai  hasil

verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan,

khususnya  fakta  Terdakwa  terbukti  ada  membuang  balok  yang

didalamnya ada sabu dan Ernawati Saed alias Erna pernah membeli

1(satu) gram sabu dari Terdakwa Ahmad Nawawi alias Nawi seharga

Rp550.000,00  (lima  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  kemudian  dijual

kepada  orang  lain  seharga  Rp700.000,00  (tujuh  ratus  ribu  rupiah)

serta dengan memperhatikan adanya barang bukti lainnya berupa 70

(tujuh puluh) lembar plastik klip kosong, maka meskipun belum cukup

terdapat bukti bahwasanya Terdakwa menjual dan atau mengedarkan

Narkotika  (sabu),  namun  jelas  secara  hukum  bahwasanya  bentuk

kepemilikan  dan  penguasaan  sabu  tersebut  oleh  Terdakwa  dan

Ernawati  alias Ema adalah  dalam rangka akan  diedarkan kembali,

sehingga jelas perbuatan pemilikan dan penguasaan Terdakwa atas

sabu  tersebut  adalah  perbuatan  dalam ranah  peredaran  Narkotika

sebagaimana limitasi delik;

- Pertimbangan  mengenai  terbuktinya  kesalahan  Terdakwa  dalam

melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan

bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan

penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri

dan perbuatan Terdakwa; 

- Bahwa  pertimbangan  mengenai  penjatuhan  pidana  terhadap

Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal  memberatkan dan

hal-hal meringankan secara proporsional;
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- Bahwa permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan perkara a quo

hanya  memuat  keberatan-keberatan  Terdakwa  terhadap  hukum

pembuktian,  khususnya  tentang  dakwaan  Penuntut  Umum  yang

seharusnya  dinyatakan  tidak  terbukti  oleh  judex  facti,  tetapi

permohonan  kasasi  Terdakwa  tersebut  tidak  didukung  oleh  fakta

hukum  yang  benar  yang  terungkap  di  persidangan  yang  relevan

secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili

perkara a quo;

- Bahwa  karena  judex  facti tidak  salah  menerapkan  hukum  atau

menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili

Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Terdakwa hanya memuat

keberatan-keberatan Terdakwa terhadap putusan perkara a quo tanpa

didukung  oleh  fakta  hukum  yang  benar  yang  terungkap  di

persidangan,  maka  permohonan  kasasi  Terdakwa  kepada  Majelis

Hakim agar menyatakan dibebaskan tidak dapat dibenarkan sehingga

dinyatakan ditolak;

Menimbang  bahwa berdasarkan  pertimbangan tersebut  dan  ternyata

pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau  undang-undang,  maka  permohonan  kasasi  II/Penuntut  Umum

dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan

ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat  Pasal  112 Ayat  (2)  juncto Pasal  132 Ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  Undang-Undang Nomor  8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48

Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dan  Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:
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− Menyatakan  tidak  dapat  diterima  permohonan  kasasi  dari  Pemohon

Kasasi I/PENUNTUT  UMUM  pada KEJAKSAAN  NEGERI  MEDAN

tersebut;  

− Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi II/TERDAKWA

AHMAD NAWAWI alias NAWI tersebut;

− Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim  Agung  sebagai  Hakim-Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  pada hari dan tanggal itu

juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Arman

Surya  Putra,  S.H.,  M.H., Panitera  Pengganti  dengan  tidak  dihadiri  oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

                   ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,         

ttd./ H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.    

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus
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               Dr.  Su  dharmawatiningsih, SH., M.Hum  

        Nip. 19611010 198612 2 001
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